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Ada berbagai macam alas hak atas tanah. Dalam karyatulisini penulis hanya akan membahas kasus yang
terkait dengan alas hak yang berlaku di kalangan masyarakat di Bali yaitu Pipil. Pipil adalah Surat Tanda
Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 yang oleh masyarakat di Bali di kenal sebagai alat bukti
kepemilikan hak atas tanah. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/PDT/2011
adalah mengenal salah satu sengketa pertanahan di provinsi Bali, dimanaterdapat lebih dari satu pipil pada
objek tanah yang sama, dan masing masing pihak pemegang pipil mengklaim bahwa tanah adalah milik
pemegang pipil tersebut. Selain itu kantor Wilayah pertanahan Provinsi Bali pada tahun 1991 telah
mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor SK.87/HP/BPN/L/Pd/1991 yang isinya menunjuk kantor
Wilayah pertanahan Provinsi Bali sendiri sebagai pemegang hak pakai pada tanah sengketa. Adapun pokok
permasal ahan pada karyatulis ini adalah Bagaimanakah kekuatan pipil sebagai alas kepemilikan hak atas
tanah hak milik adat di Bali dan Apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 700
PK/Pdt/2011 Tahun 2011 penyelesaian hukumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan problem solution
atas pokok permasal ahan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan
pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen di perpustakaan yang
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, alas hak atas tanah hak milik adat yang termasuk adal ah pipil, dapat
dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat atas tanah dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang data
yang diterangkan di dalamnya mengandung kebenaran. Sehingga alas hak atas tanah merupakan salah satu
dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki hak atas tanah. Terhadap pokok permasalahan kedua, penulis
berpendapat bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2011 Tahun 2011
penyelesaian hukumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian serta
perlindungan hukum kepada Penggugat atas kepemilikan hak atas tanah hak milik.
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